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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Per masalahan

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurrfahlk&arena di
dalamnya memberikan ketentuan-ketentuan bagi unastusia dalam melakukan
aktifitasnya di dunia, termasuk dalam bidang pemekaan. Semua ketentuan-
ketentuan tersebut diarahkan agar setiap indivadand melaksanakan aktifitasnya
dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapandalaQur'an dan al-hadist.

Sebagai makhluk sosial Sering kita dapati permhaalanuamalah dalam
masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangarekan saling membutuhkan
sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmobagi yang punya tenaga
dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yangngumampu memenuhi
kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau bedhyiada yang mampu
sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yandpaegdalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan mladimmaka kita

dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekegana dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam surAt-Maidah ayat 2 sebagai
berikut:
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Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam ( negjakan) kebijakan dan
tagwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuata ddsn

! Kuat IsmantoManajemen SyarighYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 hal 25
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pelanggaran. Dan bertagwalah kamu kepada All&@suri®guhnya
Allah amat berat siksan-Nya” ( QS. Al-maidalf. 2)

Seiring dengan hal tersebut di atas, selain bank-lkanvensional akhir-
akhir ini banyak pula bermunculan bank-bank syaramun ada satu hal yang
membedakan antara lembaga keuangan Syari'ah darbadem keuangan
konvensional yaitu adanya sistem pengawasan SkdriGgobah syariyyah Yang
mana baik lembaga keuangan Syari’ah yang berbeBduk maupun Non Bank
diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari’ah di dalstruktur kelembagaannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangaP&an Syari’ah secara
jelas dan legal menyebutkan bahwa Dewan Pengawasabywajib dibentuk di
Bank Syari’ah dan Bank umum konvensional yang miknilu S>.

Sedangkan untuk lembaga keuangan Syari’ah Non Banksendiri
kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah diagtardisebutkan dalam
pasal 32 ketentuan umum Keputusan Menteri Kop&asiUsaha Kecil Menengah
No 91 Tahun 2004 tentang KJKS yang menyebutkarraéegal dan jelas bahwa
keberadaan DPS mempunyai kedudukan tersendiri umb@aporkan hasil
pengawasanya kepada pemerintahan dalam hal inirikgere koperasi. Hal ini
semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga nkeumayang dioperasikan
dengan sistem syariah lebih mampu bertahan, y@mgudian diikuti tumbuhnya
koperasi-koperasi simpan pinjam yang berbasis alyatang dikenal dengan Baitul

Maal Wa Tamwil.

’Departemen Agama RIAl-quran dan terjemahannyaJakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penterjemahan Al-quran, 1986 hal 157

SZubairi Hasan,UU Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasiodakarta: PT Raja
Grafindo persada, 2009



Oleh karena itu BMT juga mempunyai kewajibaany sama dalam
pembentukan dewan pengawas Syari'ah, meskipun edarpaan antara lembaga
keuangan syariah (LKS) dalam pembentukan dewangpeagSyari’ah, akan tetapi
dalam tatanan operasionalnya dan optimalisasinymgeth jauh berbeda. Dan
perbedaan ini secara umum ada antara LKS bank mam bank, yang secara
khusus antara BMT dengan LKS yang lainnya.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro’8lyarang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, secara etwgie| istilah Baitul Maal Wat
Tamwil memiliki dua pengertian yang pertama diseterigan istilatbaitul maal
yang berarti rumah dana, dhaitut tamwil berarti rumah usatfa.BMT juga
merupakan suatu organisasi yang berperan dalamndpidisnis dan juga berperan
dalam bidang sosial. , untuk lebih mengetahui p&&T dalam bidang sosial
akan terlihat pada definibaitul maal sedangkan untuk peran BMT dalam bidang
bisnis akan terlihat dari definibaitut tamwil

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkahamya pada sektor
keuangan, yakni simpan pinjam, usaha ini seper@ihasperbankan yakni
menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasakata) menyalurkannya
kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkamun demikian terbuka
luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisrg@apsektor riil maupun
sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oéghdaga keuangan bank, karena

BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturabaekarr

4 Jamal Lulail Yunudanajemen Bank SyariaMalang: UIN Malang Press, 2009, h.5
® Mohammad Ridwan\anajemen Baitul Maal Wa Tamw{BMT], Yogyakarta: Ull Press 2004,
h. 125-126



SedangkarBaitut tamwiladalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungapgsan) maupun deposito
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat daértuk pembiayaan yang
berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanigamg lazim dalam dunia
perbankar.

Disamping itu BMT Juga memiliki karakteristik sgja@lembaga keuangan
yang memadukan antara fungsi baitahal (social tabaru) dengan kegiatan
menghimpun dan menyalurkan dana umat islam semaat, infag, Shodagoh,
dan BMT juga berfungsi sebagai usaha komeitsimil) yakni mencari
keuntungan dengan menghimpun dan menyalurkan dasgamakat dalam bentuk
jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan k@ysepah, tidak hanya itu
BMT juga dapat melakukan fungsi terpisah yaitu bergasi mencari keuntungan/
lembaga sosial semata.

Dengan adanya usaha komersil dengan menghimpummdagelola dana
masyarakat, maka seperti halnya perbankan syatédiatan menghimpun dana
BMT menggunakan prinsipvadiah, mudharabahdan musyarokah.Sedangkan
dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakarsiprbagi hasil, jual beli
(Murabahah Bai Bistaman Ajil salam istishnp dan sewa ijarah) kepada
masyarakat. Bila kita cermati perkembangan BMT gaatasih didominasi oleh

produkmurabahahsebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyalarsa?

8 Makhalul IImi SM Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Siah, Yogyakarta: Ull Press, 2002, h.
67
” Mohaammd Ridwanylanajemen Baitul Maal Wa Tamwiogyakarta: Ull Press, 2004 hal 126

8, sayyid SabigFigih Sunah 12bandung: PT Al-Maarif 1988 hal 82.



Salah satu akad figih yang paling popular digunakéeh perbankan
syari'ah adalah skim jual belmurabahah. Transaksi murabahah ini lazim
dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatagara sederhanmurabahah
berarti suatu penjualan barang seharga barangterdéambah keuntungan yang
disepakat?

Fungsi BMT dalam pembiayaamurabahahini adalah sebagai penyedia
barang untuk kepentingan nasabah,BMT membeli bakengudian menjualnya
kepada nasabah dengan harga jual yang setaranddragga beli ditambah
keuntungan. BMT harus memberitahukan secara hguga pokok barang berikut
biaya yang diperlukdfi Namun teryata tidak selamanya praktekrabahahyang
diterapkan di LKS identik dengan pengadaan bar&igBMT NU Sejahtera
penerapan akamhurabahahtidak dilakukan dengan memberikan barang melainkan
dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunaadeemnggotanya. Hal ini
tentu berbeda dengan kongeprabahahyang dijelaskan dalam hukum Islam

Praktek pembiayaamurabahahdi BMT NU Sejahtera hampir memiliki
persamaan denganudharabah hal ini terbukti dengan bentuk transaksinya yang
mana BMT bertindak sebagai pemberi modal dan aagdetrtindak sebagai
penerima modal, selain terkait dengan bentuk tkansga hal ini juga terlihat pada
penggunaan istilalshohibul maalbagi pemberi pembiayaan damudharib bagi
pihak yang mengajukan pembiayaan. Penggunaan ketileh ini memiliki

kemiripan dengan penyebutan pihak-pihak dalam akadiharabah Bentuk

® Adiwarman A Karim ,Bank Islam Analisis Figih dan Keuangafekarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007, h. 113
®AbduallahSaeedank Islam dan Bung¥,ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 hal 147.



pelanggaran ini terjadi disebabkan kurangnya peagaw dari Dewan Pengawas

Syariah [DPS]

Dengan adanya permasalahan di atas terkait penalniayarabahahmaka
penulis menganggap penting untuk dikaji dan ditelg@ngenai praktek pelaksanaan
akad murabahahdengan mengangkat judul skripsi “ ANALISIS PENDAPA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH
SHOHIBUL MAALDAN MUDHARIB DALAM PERJANJIAN AL MURABAHAH
DI BMT NU ‘SEJAHTERA’ MANGKANG SEMARANG

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas rdadapatkan rumusan
pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Dewan Pengawas Syariah tenemgpgymaan istilah
shohibul maaldan mudharib dalam perjanjiaral murabahahdi BMT NU
Sejahtera Mangkang Semarang?

2. Bagaimana dasar istimbath hukum yang di gunakah Dlewan Pengawas
Syariah tentang penggunaan istil@mohibul maal dan mudharib dalam
perjanjianal murabahatdi BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut
a. Untuk mengetahui pendapat Dewan Pengawas Syari'ahtarg

penggunaan istilah shohibul maal dan mudharib dalpemjanjian

murabahah di BMT NU ‘SEJAHTERA’ Mangkang.



b. Untuk mengkaji dasar istimbath hukum yang di gunakéeh Dewan
Pengawas Syari'ah tentang penggunaan istilah shioméal dan mudharib
dalam perjanjian murabahah di BMT NU ‘SEJAHTERA'’ iMgkang.

2. Manfaat penelitian.
Dari hasil penelitian di harapkan diperoleh manfaagi pihak-pihak
yang terkait, antara lain:

a) BMT

Hasil penelitian di harapkan dapat membantu merkéertiambahan
dan masukan bagi BMT NU Sejahtera agar dapat teedsembang lebih
baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsiasya

b) Bagi penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetalyaag
selama ini hanya di dapatkan penulis secara teoriti

c) Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sem masukan
yang positif atau sebagai sumber informasi tambaserta menambah
khasanah bacaan ilmiah.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberasar bkontribusi
keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak oramg yang sudah membahas
permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, unttk penulis telah menelaah
beberapa pustaka beberapa buku-buku terbitan pesdlitian, skripsi, tesis, dan

lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini.



Diantara sekian buku yang membahas tentangrabahahadalah antara
lain, Muhammad, dalam bukunya model-model akad peyabn bank syariah
(panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pemliay@eda bank syariah),
memaparkan tentang mulai dari pengenalan perbasyarah, teori akad dalam
figih serta desain kontrak di perbankan syariah mi@kanisme pembiayaan produk
penghimpunan dana sepemiudharabahwadiah Produk penyaluran dana seperti
murabahah salam,istishng sampai kepada produk-produk jasa yang dimilikhol
Bank Syari’ah sepertjordul hasart*

Selanjutnya, oleh Ascarya, yang memaparkan tentd@y dan produk
perbankan Syari'ah di Indonesia dan membandingkardengan konsep klasik.
Menurutnya bahwa akad pembiayddaorabahahyang di praktekkan di perbankan
Syari’ah Indonesia memiliki perbedaan dengan konkksik murabahah Dalam
konsep klasik tujuan transakaurabahahhanya sebagai jual beli, sedangkan dalam
perbankan syariah di Indonesia digunakan sebagaibipgaan dalam rangka
penyediaan fasilitas/barafg.Kemudian dari hasil penelitian sebelumnya seperti
Danan Dani sofa mahasiswa fakultas syariah angk#@@t yang berjudul “Study
Analisis Terhadap Pembiayaéurabahahdi Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama
Semarang. Skripsi ini membahas tentang penyelegaanbiayaan macet yang
terjadi di BMT Hudatama Semarang. Selanjutnya siepenelitian yang dilakukan
Fatkhur Rahman mahasiswa fakultas Syari'ah angka@®6 yang berjudul *“

tinjauan hukum islam tentang pembiayaaarabahahdi BMT NU SEJAHTERA

1 MuhammadModel-Model Akad Pembiayaan Bank Syari#bgyakarta:Ull Press, 2
12Ascrya,Akad dan Produk Bank SyahiaJakarta :PR Raja GrafindoPerrsada, 2008 hal 221



Mangkang Semarang, skripsi ini membahas tentanggueraan redakshohibul-
maal danmudhoribdi dalam pembiayaadurabahah

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahtsngganalisis pendapat
Dewan Pengawas Syariah [DPS] tentang penggunaiah ishohibul maaldan

mudharibdalam perjanjia\l Murabahah

. Metode Pendlitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodegai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangéeld research yaitu penelitian
yang dilakukan di tempat atau di lapangan terjaaliggjala dalam hal ini di
BMT NU Sejahtera Mangkang, Semarang dengan menggunanetode
kualitatif.
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalala datng bersifat
kualitatif yang bersumber dari data primer dan dsgkunder. Data primer
berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatagsimg di lapangan,
sedangkan data sekunder adalah data olahan yantpidipenulis sebagai
pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yamgatddipercaya dan
dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengafaknkan studi pustaka
dan penelusuran melalui internet.
3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi
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Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencaai rdangenai
hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturaatpen dan lain
sebagainya’® seperti mempelajari dokumen-dokumen perusahaavi7 B
NU ‘Sejahtera’.

b. Wawancara/interview

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi/ data bejaywaban
atas pertanyaan (wawancara) dari nara suthbéang mana dalam hal ini
penulis melakukan wawancara kepada Dewan Pengayeaisa8 yang ada
di BMT NU Sejahtera. Metode ini digunakan untuk na@patkan
informasi secara langsung tentang pelaksanaan rakaabahahdan juga
untuk mengetahui pendapat dewan pengawas syariay ada di BMT
tersebut tentang penggunaan istigtiohibul maaldan mudharib dalam
perjanjianAl murabahah .

c. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkam dkxigan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis teriesdenena-fenomena
yang di selidiki dan selanjutnya pencatatan terseb@analisis*>. Dalam
hal ini penulis mengadakan pengamatan secara laggsthadap praktek

pembiayaamurabahahdi BMT NU ‘Sejahtera’

13 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakfgikarta: Rineka cipta 1992
hal 131.

% exyJ. MeleongMetode Penelitian KualitatiBandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Hal 135.

15RiantoAdiMetodoIogi Penelitian Social dan Hukudakarta: Granit 2000 edisi 1, hal 70.
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4. Metode analisis data.

Dalam analisis data penulis menggunakan analisskrightif, yaitu
prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengemggambarkan/
melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian, sgor@mbaga, masyarakat,
dan lain-lain. Pada saat sekarang berdasarkaa-fakia yang tampak atau
sebagaimana adany.

F. Sistematika Penulisan
Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas limmb dengan sistematika
penulisannya sebagai berikut:
Bab I: PENDAHULUAN.
Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumosssalah, tujuan dan
manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode p&relian sistematika
penulisan.
Bab II: TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PENGAWASSYARIAH
(DPS), MURABAHAHDAN MUDHARABAH
Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertianlafedasan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DRS@an juga membahas tentang
pengertian dan landasan syariahurabahah rukun dan syarat
murabahah macam-macam penerapan dan skem&abahah Dan
juga membahas tentang pengertrandharabahdan landasan syariah

mudharabah

*HadariNawawi, Metode Penelitian Bidang Sosibgyakarta: Gajah Mada university press,
2011, hal 63.
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Bab IlI: PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH BMT NU
“SEJAHTERA” TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH SHOHIBUL
MAAL DAN MUDHARIB DALAM PERJANJIAN AL MURABAHAH
Bab ini membahas tentang gambaran umum BMT NUal8eja”, baik
dari sejarah, visi-misi, tujuan dan produk, danadalbab ini juga
membahas profii DPS yang ada di BMT NU “Sejahterdgn
pelaksanaan pembiayaarurabahah serta Pendapat Dewan Pengawas
Syariah yang ada di BMT NU Sejahtera tentang pemagu istilah
shohibul maadanmudharibdalam perjanjia@l murabahah

Bab IV: ANALISIS PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH SHOHIBUL MAAL DAN
MUDHARIB DALAM PERJANJIAN AL MURABAHAH
Bab ini membahas analisis pendapat Dewan Pengayeaml$ tentang
istilah shohibul maaldan mudharib untuk perjanjianal murabahah
serta dasar istimbath hukum yang digunakan Dewagd®as Syariah
yang ada di BMT NU “Sejahtera”.

BabV: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yargkdkan dalam bab
IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh gekepada instansi

yang terkait dan penutup.



